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PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Msj

Ll o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:
1. PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 08 Juni 1997, umur
27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Mesuiji, sebagai
Pemohon I;
2. PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Fajar Baru, 23 Februari 2005,
umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Mesuiji, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 06 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal
07 Maret 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Pemohon | telah menikah secara
agama Islam dengan Pemohon Il di Desa Fajar Baru Kecamatan Panca
Jaya Kabupaten Mesuji;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua
kandung Pemohon Il bernama Bambang Triono dan diijab qobulkan secara

langsung serta di saksikan oleh dua orang saksi bernama Suparman dan
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sukir dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 223.222 (dua ratus
dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda, maupun sesusuan;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten
Mesuii;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il selama pernikahan tidak pernah
bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan
tersebut dan selama itu pula antara Pemohon | dan Pemohon Il tetap
beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Buku Nikah
karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon | dan
Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di
Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan
hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah warga yang tidak mampu sesuai
dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Simpang Mesu;ji
Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuiji Nomor:
KS.23.00/109/18.11.05..2010/SM/2024 tanggal 5 Maret 2024, maka
Pemohon | dan Pemohon Il agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:
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PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Mengizinkan Pemohon | dan Pemohon Il berperkara secara Prodeo
(cuma-cuma);

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON I) dan
Pemohon Il (PEMOHON 11) yang dilaksanakan pada 23 Februari 2022
Pemohon | telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon Il di
Desa Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuiji;

4. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan
perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Simpang
Pematang Kabupaten Mesuji;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDAIR
Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan

yang seadil-adilnya ;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan
Para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Msj
tertanggal 07 Maret 2024, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti
Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, agar
pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan
pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor
Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut
telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang

dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;
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Bahwa dalam hal berperkara secara cuma-cuma yang diajukan oleh
Para Pemohon, Ketua Pengadilan Agama Mesuji telah menetapkan untuk
memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma
(prodeo) berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor
53/Pdt.P/2024/PA.Msj tanggal 07 Maret 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah
hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat berkaitan dengan
persyaratan tentang permohonan pengesahan perkawinan, kemudian
dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim,
Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian,
dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan belum dapat
mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini dan karenanya mengajukan
permohonan pencabutan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dilakukan
pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama
Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada
masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon
hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan juncto
Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl Nomor
14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis
Buku Il Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat
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Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut
perkaranya karena belum dapat mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini,
maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di
lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh para
Pemohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan memperhatikan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 53/Pdt.P/2024/PA.Msj,
tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon. Terhadap
permohonan dalam petitum surat permohonan para Pemohon angka 2 dan 5
mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:
Amar Penetapan

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
53/Pdt.P/2024/PA.Msj dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Mesuji Tahun 2024;
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Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuiji,
pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16
Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Msj,
penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp ...,00
Biaya Proses : Rp 0,00
Biaya Pemanggilan : Rp 0,00
Biaya PNBP Panggilan : Rp 0,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 20.000,00
(dua puluh ribu rupiah)
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